WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 62 TAHUN 202]

TENTANG

KEDUDURKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BEADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Menimbang

Mengingat

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwea untulk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Hirokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penvederhanaan

Strulktur QOrganisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Kupang;

1R

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadva Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denpan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kera (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402};
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
46|,

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah
Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan
lLLembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285|;



MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG  KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA KUPANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. Walikota adalah WaliKota Kupang,

4. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat
Daerah Kota Kupang,

5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Kota Kupang.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Badan adalah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengen pelavanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan [ungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintah.

10.5ub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahli muda vang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas vang diamanatkan,
baik vang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari
tugns jabatan administrator di lingkup unit kerja.



11.Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disebut UPTD adalah
Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Kupang.

BAB I1
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah,

(2) Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu
Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Kupang.

(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
di Kota Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideoclogi pancasila dan
wawasan kebangsaan penyelenggaraaan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama,ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdavaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilavah Kota Kupang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyvelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan pgolongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Kota Kupang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; .



(1)

(2)

(3)

(4

1)

d. Pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunanan antar suku dan intra
suku, ras, dan geolongan lainnva, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pclaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Kota Kupang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daecrah Xota
Kupang;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa
dan politik Kota Kupang; dan

g pelaksanaan fungs lain yang diberikan oleh Walikota.,

Pasal 3
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) merupakan Badan
Tipe B dengan susunan organisasi terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat dengan 1 (satu] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosizl, Budaya, Agama;
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasvartalatan;
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

™

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g UPTD,

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
sckretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Hadan.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Badan.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala 5ub Bagian yvang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

H



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, pemberian dukungan admimistrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a.
b.

=

pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;

penyusunan rencana,program dan anggaran badan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi badan yang
meliputi penvelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tanggs,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi hubungan masyarakat dan keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kena
badan; dan

Pelaksanaan tugas badan lain vang di berikan oleh atasan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi .

a.

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
badan;
melakukan penviapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatgusahaan

sarana dan prasarana rumah tangga badan;

. melakukan  penyiapan bahan dan  pelaksanaan urusan,

ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan dan
dokumentasi lingkup badan;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat dan keprotokolan linglkup badan;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi
serta peraturan perundang-undangan lingkup badan; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

Pasal &6

Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budava, Agama mempunvai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang idiologi, wawasan

kehangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,

bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,

sosial dan budava, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

serta fasilitasi kerukunan umalt beragama dan penghayat kepercavaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Bidang ldiclogi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program kerja di bidang idiclogl, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal itka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitas pencegahan penvalahgunaan narkotika
serta  lasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghavat
kepercayaan di Wilayah Kota Kupang;

perumusan kebijakan teknis di bidang idiologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan scjarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghavat
kepercayaan di Wilayah Kota Kupang;

pelaksanaan kebijakan di bidang idiologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaval
kepercayaan di Wilayah Kota Kupang;

pelaksanaan kordinasi di bidang idiologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. bhinecka
tunggal 1ka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, lasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan wumat beragama dan penghavat
kepercayaan di Wilavah Kota Kupang;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang idiologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter ba_ngsé.' pembauran



(1)

(2)

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budava, fasilitasi pencegahan
penyvalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah Kota Kupang;

f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Bidang Politik dalam Negem dan Organisasi Kemasyarakatan

mempuanval tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik di bidang pendidikan pelitik, etika budava politik,

peningkatan demokrasi, fasibtasi kelembagaan pemerintahan,

perwalkilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum

Kepala Dacrah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas,

evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas

asing di Wilavah Kota Kupang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Polititk dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai fungst :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/
pemilihan umum kepala dacrah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah Kota Kupang;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budava politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partar politik
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
gituasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi

sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah

Kota Kupang;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,

pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah Kota Kupang;



(1)

(2)

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budava
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaltaran ormas. evaluasi d_an mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah Kota Kupang;

¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaltaran ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah
Kota Kupang:

f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai

tugas melaksanakan sebagain tugas Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik di bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelgjen, pemantauan

orang asing, tenaga kera asing dan lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar negara, [asilitasi kelembagaan  dibidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di Wilayah Kota Kupang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program kenja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatesan antar negara. fasilitasi
kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflikk di
Wilayah Kola Kupang;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah Kota Kupang;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah Kota Kupang;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
Wilayah Kota Kupang;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama inielejen, pernantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar nepara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di Wilavah Kota Kupang;

f. pelaksanaan fungsi lain vang di berikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 9

Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang vang
menjadi kewenangan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
Perangkat Daerah vang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.,
Ketentuan lebih lanjut mengenal nomenklatur, jumilah dan jenis,
susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan bersifat teknis sesuai
keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam
berbagai kelompok sesuail dengan bidang keahliannva. '



(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2)

(3)

(4)

(2] ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja vang diatur

sesunl dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi
pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yvang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur
Organisasi.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan
Fungsional yvang ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas
usulan pejabat yang berwenang,
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
tugas penvusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan

administrator.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:

a. sub koordinator substansi keuangan dan perlengkapan;

b. sub koordinator substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. sub koordinator substansi ldeologi dan politik;

d. sub koordinator substansi hubungan partai politik, orkesmas dan
LSM;

e. sub koordinator substansi hubungan lembaga eksekutif dan
legislatif;

f. sub koordinator substansi pembauran dan ketahanan bangsa;

g sub koordinator substansi wawasan kebangsaan; dan

h. sub koordinator substansi sosial, ekonomi, budaya dan pengkajian

kerawanan.



BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masimg-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar
pemerintah daerah sesuai dengan lugas masing-masing.

(2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasl bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah — langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4] Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang
diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berkala
pada waktunya.

(9] Setiap laporan vang diterima oleh setiap unsur organisasi wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya vang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur arganisasi wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada

bawahan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB VLI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kota
Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tangeal 21 Desember 2021
WALIKQTMEUPANG,

l#JEFIRSTRON R, RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

| SEKR wl{ upafic, A
FAHRENSY BRIESTLEY FUNAY
BERMA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOE 579
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